
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.785 , 2021 KPU. Anggota. KPU Provinsi. Kabupaten/Kota. 

Seleksi. Perubahan. 
 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2021  

TENTANG 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA  

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi ketentuan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian 

pengaturan berkaitan dengan ketentuan penggantian 

antarwaktu calon anggota Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keenam 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 
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2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 404); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1763); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG 

SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 139) yang telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum: 

a. Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 975);  

b. Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1116);  

c. Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);  

d. Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1512); 

dan 

e. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 
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tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 404), 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 34B diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 34B 

(1) Penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi atau 

KPU Kabupaten/Kota yang berhenti, digantikan oleh 

calon anggota KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota peringkat berikutnya sepanjang 

masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU 

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5.  

(2) Calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi 

atau KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan 

kembali dokumen persyaratan kepada KPU yang 

terdiri atas: 

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau 

surat keterangan sebagai pengganti Kartu 

Tanda Penduduk elektronik yang diterbitkan 

oleh dinas yang menyelenggarakan urusan 

kependudukan dan catatan sipil setempat; 

b. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan 

terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam 

sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar; 

c. daftar riwayat hidup; 

d. surat pernyataan yang menyatakan: 

1. setia kepada Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-

cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 

2. bebas dari penyalahgunaan narkotika; 



2021, No.785 
-5- 

3. tidak pernah menjadi anggota partai politik 

sejak mendaftar sebagai calon anggota KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai 

dengan proses penggantian antarwaktu; 

4. bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak 

bekerja pada profesi lainnya selama masa 

keanggotaan; 

5. bersedia tidak menduduki jabatan politik, 

jabatan di pemerintahan dan/atau badan 

usaha milik negara/badan usaha milik 

daerah selama masa keanggotaan;  

6. bersedia mengundurkan diri dari 

kepengurusan organisasi kemasyarakatan 

yang berbadan hukum dan tidak berbadan 

hukum apabila terpilih menjadi anggota 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 

7. bersedia mengundurkan diri dari jabatan 

politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau 

badan usaha milik negara/badan usaha 

milik daerah;  

8. tidak berada dalam satu ikatan 

perkawinan dengan sesama Penyelenggara 

Pemilu; dan 

9. belum pernah menjabat sebagai anggota 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

selama 2 (dua) kali masa jabatan, 

yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas 

bermaterai yang cukup;  

e. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 

dan surat tersebut menerangkan bahwa tidak 

pernah dipidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau lebih; dan 

f. surat rekomendasi dari Pejabat Pembina 


